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BAB IV

GAMBARAN UMUM DESA HUTAN KABUPATEN PEKALONGAN

4.1  Pengelolaan Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat
Kondisi masyarakat desa semakin terpuruk terutama masyarakat desa yang tinggal di sekitar hutan Indonesia. Hal ini dialami sejak krisis moneter yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 dan masih berkepanjangan hingga saat ini (www.dephut.go.id). Rata-rata pertumbuhan ekonomi yang semakin menurun, dan laju inflasi yang melonjak mencapai 39,63% pada juli 1998. Sehingga yang muncul bukan hanya dampak ekonomi, namun juga dampak kerawanan sosial, penurunan kesehatan dan endemi penyakit, pencemaran lingkungan, kejahatan dan sebagainya. Bahkan penjarahan yang terjadi tidak hanya dipertokoan tetapi juga telah terjadi penjarahan hasil hutan maupun perkebunan di beberapa daerah.

Masyarakat pedesaan yang tinggal di sekitar hutan sering disebut dengan istilah Desa Hutan. Hal ini seperti yang didefinisikan Awang (2008:15) bahwa masyarakat Desa Hutan merupakan masyarakat yang mendiami wilayah yang berada di sekitar atau di dalam hutan dan mata pencahariaan/ pekerjaannya tergantung pada interaksi terhadap hutan. 

Tidak meratanya pembangunan infrastruktur masyarakat Desa Hutan dan kurangnya perhatian dari pemerintah semakin memperburuk kesejahteraan mereka. Minimnya sarana transportasi, komunikasi dan sarana pendidikan menjadikan masyarakat yang tinggal di kawasan Desa Hutan semakin terpinggirkan. Terlebih lagi banyak pihak diluar masyarakat sekitar hutan yang menginginkan kekayaan hasil hutan. Menyikapi keadaan yang ada saat ini, pihak kehutanan Jawa Tengah berpegang kepada konsep visi pembangunan kehutanan dan perkebunan, yakni: pengelolaan sumber daya kehutanan dan perkebunan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, berdasarkan ekosistem dan keanekaragamannya, yang menjamin berkembangnya kapasitas keberdayaan masyarakat, terselenggaranya distribusi manfaat hutan dan kebun yang berkeadilan, efisiensi dan berkelanjutan serta tahan terhadap akibat perubahan eksternal melalui mekanisme pengelolaan yang partisipatif, terpadu, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanakan visi tersebut diperlukan landasan pembangunan yang bersifat fundamental yaitu pendekatan konsep hutan dan kebun untuk kesejahteraan rakyat (forest and estate crops for people). Konsep ini diarahkan pada optimalisasi fungsi kawasan hutan dan kebun baik dalam konteks ekonomi, sosial dan budaya serta pengintegrasiannya dalam aspek fungsi ekologi, khususnya fungsi lindung dan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.

Beberapa upaya lain yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Desa hutan dan sekitar hutan adalah kegiatan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), oleh Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah berupa: pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH), Kredit pembinaan Usaha Kecil, dan Koperasi (PUKK), serta Kredit Usaha Tani, Konservasi Daerah Aliran Sungai (KUK-DAS) dan Kredit Usaha Hutan Rakyat (KUHR), di beberapa Kabupaten yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Kanwil Dephutbun Provinsi Jawa Tengah (BRLKT V). Kegiatan tersebut telah banyak memberikan manfaat bagi masyarakat desa sekitar hutan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan.
4.2.  Upaya-upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan

Upaya ini dilakukan oleh perum perhutani Unit 1 Jawa Tengah sejak 1972. Beberapa kegiatan terbagi dalam beberapa periode, antara lain;

4.2.1. Masa Paradigma Lama (1972-2000)
Kegiatan dalam waktu ini terbagi menjadi:
1. Kerjasama Mantri Lurah (Prosperity Approach) 
Dilaksanakan sejak 1972 sampai dengan 1981, bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat desa dan memantapkan kualitas lingkungan hidup. 
2. Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH)
Dilaksanakan mulai 1982 sampai dengan 2000, sebagai penyempurnaan program Prosperity Approach, secara garis besar meliputi kegiatan di dalam dan di luar kawasan hutan.
4.2.2. Paradigma Baru (2001- Sekarang)

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dilakukan dalam periode ini. PHBM merupakan suatu sistem pengelolaan Sumber Daya Hutan (SDH) yang dilakukan bersama oleh Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan atau Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan dengan pihak yang berkepentingan (stakeholder) dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat SDH dapat diwujudkan secara optimal dan professional sesuai Keputusan Dewan Pengawas Perhutani Nomor 136/KPTS/Dir/2001.
Secara garis besar, kegiatan PHBM terbagi menjadi kegiatan dalam dan luar kawasan hutan. Kegiatan dalam kawasan hutan meliputi: kegiatan pengusahaan hutan, usaha produktif berbasis lahan, usaha produktif berbasis bukan lahan (seperti: pemanfaatan sumber air, wisata alam dan sebagainya). Sedangkan kegiatan diluar kawasan hutan meliputi: Pengembangan hutan rakyat (berbasis lahan) dengan sharing atau bagi hasil dan kegiatan berbasis bukan lahan, misalnya: aneka usaha kehutanan, industri pengolahan hasil hutan dan lain-lain.

Sebagai penghubung antara pihak Perhutani dengan masyarakat Desa Hutan dalam kegiatan PHBM, maka dibantu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dibentuklah lembaga independen yang beranggotakan masyarakat desa setempat untuk memberikan solusi atas penjarahan hutan yang sering disebut sebagai Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).
4.3.   Lembaga Maysarakat Desa Hutan (LMDH) Kabupaten Pekalongan

Sistem PHBM yang dicangankan oleh Perum Perhutani sejak 2001, membuka kesempatan bagi masyarakat Desa Hutan untuk terlibat aktif dalam pengelolaan hutan. Keterlibatan aktif ini dimulai dari terjalinnya kerjasama pengelolaan hutan antara Perhutani dengan LMDH. LMDH merupakan lembaga lokal yang berdiri atas prakarsa warga yang difasilitasi oleh desa setempat. Lembaga ini dibentuk sebagai penghubung antara masyarakat Desa Hutan dengan pihak Perhutani maupun pihak lain yang berkepentingan dalam program pemberdayaan dan pengelolaan sumberdaya hutan.
Kabupaten pekalongan memiliki 61 LMDH yang tersebar dalam wilayah hutan seluas 28.501,24 Ha. Wilayah ini meliputi 12 kecamatan, antara lain: Kecamatan Paninggaran, Kesesi, Kajen, Lebakbarang, Petungkriyono, Karanganyar, Talun, Kandangserang, Doro, Kajen, Bojong dan  Karangdadap. Sedangkan tabel perserbaran LMDH Kabupaten Pekalongan dapat dilihat di lampiran.
4.4. Paguyuban Lembaga Masyarakat Desa Hutan Kabupaten Pekalongan

Dalam upaya mewadahi kelembagaan antar LMDH, bersama komponen lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Dinas Kehutanan dan Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur pada tahun 2006 membentuk Paguyuban LMDH yang diberi nama Paguyuban LMDH ”Unggul Lestari” KPH Pekalongan Timur.

Menyadari keberadaannya sebagai organisasi yang menaungi seluruh LMDH di KPH Pekalongan Timur, Paguyuban LMDH melakukan upaya-upaya advokasi dan fasilitasi terhadap hak-hak masyarakat Desa Hutan. Upaya-upaya tersebut diwujudkan dalam beberapa kegiatan praktis dibidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Paguyuban LMDH KPH Pekalongan Timur mempunyai luas hutan pangkuan 26.000 Ha, yang tersebar di 3 wilayah kabupaten; Pekalongan, Batang dan Pemalang. Mempunyai jumlah anggota sebanyak 116 LMDH, terbagi dalam 7 BKPH antara lain : BKPH Bawang, BKPH Bandar, BKPH Doro, BKPH Karanganyar, BKPH Paninggaran, BKPH Kesesi, BKPH Randudongkal.
4.4.1 Visi dan Misi Paguyuban LMDH KPH Pekalongan Timur

Agar tetap berjalan pada tujuan yang telah direncanakan lembaga, maka Paguyuban LMDH “Unggul Lestari” KPH Pekalongan Timur merumuskan  Visi dan Misi sebagai landasan kegiatannya.

Visi dari Paguyuban ini adalah “Menjadi Paguyuban Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang mengakar dan mandiri, mampu menggugah dan berperan nyata dalam pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa dan pelestarian Sumber Daya Hutan dalam semagat kebersamaan.”
Sedangkan Misi dari paguyuban LMDH “Unggul Lestari” yaitu “Mendorong gerakan pemberdayaan masyarakat Desa Hutan secara terpadu dan mendukung proses-proses penguatan dan pengembangan kelembagaan LMDH melalui pembelajaran bersama, pengelolaan hutan lestari, pengelolaan data dan informasi, penguatan kapasitas, pengembangan usaha, dan jejaring kemitraan.”
4.4.2 Tujuan Paguyuban LMDH KPH Pekalongan Timur
Paguyuban LMDH “Unggul Lestari” KPH Pekalongan Timur telah merumuskan arahan yang jelas dalam setiap kegiatan keorganisasiannya. Hal itu tampak jelas dari tujuan paguyuban yang dirumuskan sebagai berikut: 
1. meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat Desa hutan;
2. Mempelopori pengembangan pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat;
3. Membangun dan memperkuat pangkalan data yang mampu merekam seluruh aktifitas LMDH;
4. Memfasilitasi arus pertukaran energi (pengetahuan, pengalaman, ketrampilan, dan lain-lain) antar LMDH dan antara LMDH dengan Stakeholders lain;
5. Mengembangkan usaha kecil dan membangun jejaring usaha antar LMDH dan antara LMDH dengan dunia usaha;
6. Mendorong upaya penguatan LMDH;
7. Mengkampanyekan pembangunan Desa Hutan.
4.4.3 Pengurus Paguyuban LMDH KPH Pekalongan Timur

Pengurus Paguyuban LMDH “Unggul Lestari” KPH Pekalongan Timur dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Daftar Pengurus Paguyuban LMDH KPH Pekalongan Timur
	
	Nama
	Jabatan
	Organisasi

	1. 
	Masyhudi Sa'an, S.Ag
	Ketua
	LMDH Amongwono

	2. 
	Kasturi
	Wakil Ketua
	LMDH Wono Aji

	3. 
	Murtadho, S.Ag
	Sekretaris I
	LMDH Rowo Mas

	4. 
	Imam Nur Huda
	Sekretaris II
	TPM KPH Pekalongan Timur

	5. 
	Tirtonadi
	Bendahara
	LMDH Wono Asri

	6. 
	Senapi
	Bendahara II
	LMDH Sidomukti

	7. 
	Carim
	Sie SDM
	LMDH Sendang Lestari

	8. 
	Roni Abidin
	Sie SDM
	LMDH Rowomas

	9. 
	Mustofa, S.Pd
	Sie SDM
	LSM Komuniti Forestri

	10. 
	Aji Sapto Prayitno, S.Pd
	Sie SDM
	P3MDH

	11. 
	Wanuri
	Sie Humas
	LMDH Wonomulyo

	12. 
	Katiowadi
	Sie Humas
	LMDH Wana Mulia

	13. 
	Sudiarto
	Sie Humas
	LMDH Damarwulan

	14. 
	Suwito
	Sie Humas
	LMDH Wono Lestari

	15. 
	Dul Ajiz, A.Md
	Sie Organisasi
	PPL Bakorluh Dishut

	16. 
	Hadi Purnomo, S.Hut
	Sie Organisasi
	TPM Timur Pekalongan Timur

	17. 
	Tri Agustriani
	Sie Organisasi
	KPH Pekalongan Timur

	18. 
	Agus Susilo
	Sie Organisasi
	LMDH Wono Mulia

	19. 
	Casliyah
	Sie PPDH
	LMDH Rimbamulya

	20. 
	Teguh Iman Santosa
	Sie PPDH
	LMDH Sidomakmur

	21. 
	Agus Budianto
	Sie PPDH
	LMDH Morodadi


1.1.1 Kegiatan Pagyuban LMDH KPH Pekalongan Timur
Kegiatan Paguyuban LMDH sudah melakukan kegiatan praktis di bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang pendidikan, antara lain; Gerakan Pemberantasan Buta Aksara (GERAK MESRA) Pada tahap pemberantasan ini, sekitar 1260 masyarakat Desa hutan telah dinyatakan melek aksara dengan memperoleh surat keterangan melek aksara (SUKMA I).

Selain itu kegiatan yang dilakukan langsung oleh LMDH juga memberikan kontribusi pembelajaran pengetahuan dan pengalaman bagi LMDH lain.
Beberapa kegiatan yang pernah diselenggarakan Paguyuban LMDH “Unggul Lestari” KPH Pekalongan Timur, antara lain:
1.  Sistem Pengguliran Sapi dan Pengelolaan Wisata Outbond LMDH Wono Asri.

2.  Praktek Pembuatan Jamu  & Tanaman Obat LMDH Among Wono. 

3.  Pendidikan Paket B LMDH Wana Mulya.

4.  Pengelolaan Wisata Masyarakat LMDH Argo Tirto.
5. Pelatihan Internet Sehat. 
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